




A. Latar Belakang Masalah  
Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan faktor yang sangat 
penting dan paling utama. Karena pada kehidupan manusia sama sekali tidak 
dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah (bermukim) dan 
memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah, lebih dari itu 
tanah juga mempunyai hubungan yang emosional dengan manusia. Setiap 
orang tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupannya saja, untuk 
meninggalpun manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat 
peristirahatan. Manusia hidup senang serba kecukupan jika mereka dapat 
menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum 
alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai jika 
mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas-
batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia 
itu dalam masyarakat. 
Dewasa ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang 
memiliki nilai jual tinggi, di samping fungsinya sebagai sumber kehidupan 
rakyat, sehingga setiap jengkal tanah akan dipertahankan sampai ia meninggal 
dunia. Dalam rangka Pembangunan Nasional, tanah juga merupakan salah satu 
modal utama sebagai wadah pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan 
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masyarakat yang adil dan makmur. Kebutuhan masyarakat akan tanah dari 
hari ke hari terus meningkat, searah dengan lajunya pembangunan di segala 
bidang yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi 
tanahpun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan hak 
atas tanah juga terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan 
tingkat kebutuhan yang beranekaragam. Luas tanah yang tersediapun relatif 
terbatas, tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan 
tanah itu dapat memacu timbulnya berbagai persoalan. 
Kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah sebagai media yang 
dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembebasan tanah serta laju 
pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia menyebabkan 
tingginya lalu lintas perubahan hak milik atas tanah. Pada dasarnya masalah 
tanah adalah sangat aktual bagi manusia dimana saja, terutama dalam masa 
pembangunan. Berdasarkan pengamatan atas pelaksanaan tugas-tugas 
pengawasan, memberikan gambaran kepada peneliti bahwa masalah tanah 
adalah faktor penting yang berpengaruh pada jalannya pembangunan. 
Timbulnya masalah-masalah tanah bukannya disebabkan karena tidak adanya 
peraturan perundangan yang memadai, bukannya tidak ada manusia yang 
mampu melaksanakannya, melainkan lebih banyak disebabkan oleh 
kurangnya menguasai dan menghayati bidang keagrariaan atau pertanahan, 
sehingga dalam pengalamannya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan 
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ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka dalam hal ini diperlukan cara 
pandang dan pola pikir yang terarah.
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa : atas dasar 
hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun 
secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak 
atas tanah ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara di 
atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan 
peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
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Dalam tataran ilmu hukum, yang dimaksud dengan hak pada 
hakekatnya adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 
seseorang terhadap sesuatu benda maupun orang, sehingga diantaranya 
menimbulkan hukum. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian hak sebagai 
pengalokasian suatu kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam 
rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan 
secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. 14 Jika 
dikaitkan dengan pengertian hak atas tanah, maka bila seseorang memperoleh 
hak atas tanah tersebut dengan dibatasi oleh kewajiban yang diperintahkan 
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oleh hukum. Dengan demikian Hak Atas Tanah adalah hak yang diterima oleh 
perseorangan atau badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas 
tanah memberikan wewenang kepada yang mempunyai untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan.
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Hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ) 
ialah memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, 
demikian pula tubuh bumi dan air serta serta ruang yang ada diatasnya sekedar 
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan 
peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Macam-macam hak atas 
tanah yaitu  hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan 
Sehubungan dengan hal di atas, perlu mengaitkannya dengan pasal 33 
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna dikuasai negara bukan berarti 
bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi 
pengertian dikuasai itu membawa wewenang kepada negara sebagai organisasi 
kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi yaitu 
mengatur dan menyelenggarakan tanah untuk penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaannya; menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai 
atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa di atas tanah itu; menentukan dan 
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum 
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antara orang mengenai bumi, air dan ruang angkasa di atas tanah itu.
4
 Dalam 
hal ini hak milik sebagai hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, terdapat pula hak guna bangunan, hak guna 
usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, hak memungut hasil hutan 
dan hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dengan Undang-undang. 
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, saat ini hak atas tanah yang 
dimiliki oleh masyarakat sebagian besar adalah hak milik atas tanah yang 
diperoleh secara yang turun-temurun yang didalamnya terdapat pula hak guna 
bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, hak 
memungut hasil hutan dan hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dengan 
Undang-undang. Selain hak milik mempunyai hak yang turun-temurun, 
terkuat dan terpenuh juga dikatakan bahwa hak milik mempunyai kekuatan 
hukum yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hak guna bangunan, 
karena pemegang hak milik sudah tidak perlu memperpanjang jangka waktu 
hak atas tanahnya, hal ini berbeda dengan hak guna bangunan yang memiliki 
keterbatasan dalam jangka waktu yang pada suatu saat akan berakhir, hal ini 
terkandung dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi bahwa : 1) 
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling 
lama 30 tahun. 2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat 
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keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam 
ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. 
Obyek Hak Guna Bangunan menurut Pasal 37 Undang Undang Pokok 
Agraria ( UUPA ) jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 40 tahun 
1996, Hak Guna Bangunan dapat diberikan terhadap : tanah negara; tanah hak 
pengelolaan; dan tanah hak milik. Hak Guna Bangunan atas tanah negara 
diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk. Hak Guna Bangunan atas hak Pengelolaan diberikan dengan 
keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan 
usul pemegang hak. Hak Guna Bangunan atas hak milik harus terlebih dahulu 
ada perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan 
dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud 
menimbulkan hak tersebut. 
Di dalam ketentuan Pasal 38 UUPA menyatakan (1.) Hak Guna-
bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap 
peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. (2.) Pendaftaran termaksud dalam 
ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna-
bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus 
karena jangka waktunya berakhir 
Meskipun hak guna bangunan dikatakan mempunyai kekuatan hukum 
yang lebih rendah dibandingkan dengan hak milik tetapi dengan adanya suatu 
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kebutuhan, maka para pemegang hak merasa perlu melakukan perubahan 
status tanah hak milik menjadi hak guna bangunan, maka dalam hal ini 
pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik 
Menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Hak Guna Bangunan Menjadi 
Hak Pakai.  
Berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu : (a) Hak Milik 
kepunyaan perseorangan warganegara Indonesia atau yang dimenangkan oleh 
badan hukum Indonesia melalui pelelangan umum, atas permohonan 
pemegang hak atau pihak yang memperolehnya atau kuasanya diubah menjadi 
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang jangka waktunya masing-masing 30 
(tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun. (b) Hak Guna Bangunan 
atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan kepunyaan perseorangan 
warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atas permohonan 
pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi Hak Pakai yang jangka 
waktunya 25 (duapuluh lima) tahun.  
Perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan dilakukan 
dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum mengenai perubahan hak 
baru atas tanah, di samping itu saat ini banyak tanah hak milik yang 
dipergunakan untuk kegiatan usaha yang berbadan hukum sehingga perlu 
segera dilakukan perubahan status hak milik tanah menjadi hak guna 
bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1996 tentang  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai 
Atas Tanah sebagai berikut: (1) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik 
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terjadi dengan pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat 
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2) Pemberian Hak Guna Bangunan atas 
tanah Hak Milik sebagaimana diaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada 
Kantor Pertanahan. (3) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik mengikat 
pihak ketiga sejak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) 
Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Guna 
Bangunan atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Presiden. Perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan juga 
didasari pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa 
Badan hukum tidak boleh mempunyai tanah dengan hak milik, kecuali yang 
ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai tanah dengan hak milik sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 21 
ayat (2) ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 ialah : 
1. Bank-bank yang didirikan oleh negara. 2. Perkumpulan-perkumpulan 
koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 
Tahun 1958. 3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri 
Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama. 4. Badan-badan sosial 
yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri 
Sosial. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat peneliti kemukakan 
bahwa proses perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan dilakukan 
dengan melakukan pelepasan hak semula (Hak Milik, Hak Pakai atau Hak 
Guna Usaha) harus dilepaskan oleh pemegang haknya sehingga bidang tanah 
tersebut menjadi Tanah Negara dan kemudian dimohon oleh perusahaan untuk 




Dalam sistem pendafataran hak setiap penciptaan hak baru dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan dikemudian, juga 
harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan 
pendafatarannya, bukan aktanya yang didaftar, melainkan haknya yang 
diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian, akta merupakan sumber 
datanya. 
Untuk sistem pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang 
terjadi kemudian disediakan suatu daftar isian, yang dalam bahasa Inggris 
disebut register. Dalam penyelenggaraan pendafataran tanah di Indonesia 
menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 1961, disebut buku-
tanah. Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk 
mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta 
pemindahan dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data untuk 
mendaftar perubahan-perubahan pada haknya dalam buku tanah hak yang 
bersangkutan.  
Jika terjadi perubahan, tidak dibuatkan buku tanah baru, melainkan 
dilakukan pencatannya pada ruang mutasi yang disediakan pada buku tanah 
yang bersangkutan. Sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah 
dan pencatatan perubahan kemudian, oleh Pejabat Pendaftaran Tanah ( PPT ) 
dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang 
bersangkutan. Berbeda dengan Pejabat Pendaftaran Tanah ( PPT ) dalam 
sistem pendaftaran akta, dalam sistem pendafataran hak ia bersifat aktif. 
Sistem buku tanah disimpan di Kantor PPT dan terbuka bagi umum. Sebagai 
tanda bukti hak diterbitkan sertipikat yang merupakan salinan register 
(‘‘sertificate of title”). Dalam pendafataran menurut Peraturan Pemerintah 
nomor : 24 tahun 1997 sertipikat hak atas tanah terdiri atas salinan buku tanah 
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dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen. Sistem 
pendaftaran menurut Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997 semua data 
yang terdapat dalam buku tanah dicantumkan juga pada salinannya yang 
merupakan bagian dari sertipikat. Sebagaimana halnya dengan buku tanah, 
jika terjadi perubahan kemudian, tidak dibuatkan sertipikat baru, melainkan 
perubahannya dicatat pada salinan buku tanah tersebut. Maka data yuridis 
yang diperlukan, baik data pada waktu pertama kali di daftar haknya maupun 
perubahan-perubahannya yang terjadi kemudian, dengan mudah dapat 
diketahui dari buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan. Menurut 
Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997, sertipikat hak atas tanah terdiri 
atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam sampul 
dokumen. 
Sedangkan untuk perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan 
atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemohon tidak 
dikenakan kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara. Untuk 
perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf b pemohon wajib membayar uang pemasukan kepada Negara 
dengan memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar kepada 
Negara untuk memperoleh Hak Guna Bangunan yang bersangkutan. 
Permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai, dan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak 
Pakai diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan disertai : 
1. Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahan 
haknya, atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal Hak 
Milik yang belum terdaftar; 
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2. Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang apabila hak 
yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu 
pelelangan umum; 
3. Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah 
tersebut dibebani Hak Tanggungan; 
4. Bukti identitas pemohon. 
Perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan dapat dilakukan oleh 
Perseroan Terbatas (PT), karena untuk kepentingan suatu badan hukum dalam 
hal ini adalah PT (Perseroan Terbatas) harus merubah status tanahnya yang 
semula hak milik menjadi hak guna bangunan karena perlu diketahui bahwa 
pada dasarnya suatu badan hukum khususnya PT (Perseroan Terbatas) harus 
berstatus hak guna bangunan meskipun dalam melakukan suatu perubahan 
tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan suatu proses 
yang cukup lama. 
Hal tersebut didasarkan pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat 
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang menyatakan bahwa Menteri 
Pertanian/Agraria berwenang untuk meminta kepada badan-badan hukum, 
agar supaya mengalihkan tanah-tanah milik yang dipunyainya pada waktu 
mulai berlakunya Peraturan ini kepada fihak lain yang dapat mempunyai hak 
milik atau memintanya untuk diubah menjadi hak guna bangunan, hak guna 
usaha atau hak pakai. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul: “STUDI PELAKSANAAN 
PERUBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA 




B. Rumusan Masalah 
Masalah tanah merupakan masalah yang kompleks yang sering terjadi 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan tanah produktif yang ada 
sekarang dirasakan makin lama semakin sempit. Hal ini sebagai akibat dari 
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi disertai dengan perubahan pola 
kehidupan masyarakatnya yang semakin maju. 
Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan 
manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah menjadi sangat penting 
terutama menyangkut kepemilikan, penguasaan dan penggunaannya. 
Mengingat kebutuhan untuk menempati tanah selalu meningkat akan 
mendorong laju tingkat perubahan hak. Berdasarkan uraian latar belakang di 
atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai 
berikut : 
7. Bagaimanakah pelaksanaan perubahan hak milik atas tanah menjadi hak 
guna bangunan pada Kantor Pertanahan Kabupaten  Karanganyar? 
8. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam pelaksanaan 
perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perubahan hak milik atas tanah 




2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 
perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Bersifat Teoritis 
a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa mengenai 
pelaksanaan perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna 
bangunan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
b. Bagi Kantor Pertanahan selaku instansi yang ditunjuk oleh pemerintah 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan 
dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di 
bidang pertanahan. 
c. Sebagai bahan kajian secara sistimatis dan mendalam tentang 
pelaksanaan perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna 
bangunan. 
2. Bersifat praktis 
a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar dalam meningkatkan produktifitas kerja dan pelayanan 




b. Dapat memberi masukan kepada masyarakat di Kabupaten 
Karanganyar mengenai bagaimana tata cara mengajukan permohonan 
perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan. 
c. Dapat memberi masukan kepada masyarakat di Kabupaten 
Karanganyar mengenai arti pentingnya Pendaftaran perubahan Hak 
Atas Tanah menjadi hak guna bangunan dalam rangka memberikan 
jaminan kepastian hukum dan kekuatan hukum atas diadakannya 
perubahan hak atas tanah tersebut. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
Yuridis Sosiologis. Yuridis adalah penelitian yang bersumber pada 
Undang-Undang atau hukum yang berlaku. Sosiologi adalah ilmu 
kemasyarakatan maksudnya sumber data yang diambil langsung pada 
individu-individu yang ada pada lokasi penelitian. 
Jadi penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang melakukan 
pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek untuk 
selanjutnya dihubungan dengan ketentuan Undang-Undang atau hukum 
yang berlaku. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi pada Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, hal ini didasarkan pada 
berbagai pertimbangan antara lain karena diperolehnya ijin untuk 
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melaksanakan kegiatan penelitian serta didukung oleh tersedianya data 
yang lengkap yang dibutuhkan dalam penulisan laporan. 
3. Sifat Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan adalah bersifat diskriftif. Menurut 
Soeryono Soekanto penelitian yang bersifat diskriptif yaitu : “Kumpulan 
suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang ini, 
yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, serta 
menginterprestasikan tentang arti dari data-data itu”.5 
4. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
data sekunder yang meliputi : 
a. Data Primer 
Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian, yang 
dikumpulkan dengan cara wawancara pada pihak yang bersangkutan 
untuk memberikan keterangan. Dalam hal ini, data tersebut diperoleh 
dari wawancara kepada pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Karanganyar. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan 
dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti, melalui studi kepustakaan, 
dokumen, perundang-undangan, laporan, dan data lain yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
                                                 
5
 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI, 1986, Hal. 10. 
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1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan hukum yang 
mengikat dan berdiri sendiri, yaitu : 
a) Undang-undang Dasar 1945. 
b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 
d) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik 
Menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Hak Guna 
Bangunan Menjadi Hak Pakai. 
2) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian 
Hak Atas Tanah Negara. 
3) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, yaitu : 
a) Buku-buku tentang hukum agraria. 
b) Buku-buku yang membahas tentang pendaftaran tanah. 
c) Buku-buku tentang perubahan hak milik atas tanah. 
5.  Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data 
primer dan data sekunder yang selanjutnya akan dianalisis. Guna 
mendapatkan data primer dan data sekunder dalam teknik pengumpulan 




Mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan cara mencari, 
menginformasi dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada 
relevansinya dengan masalah yang diteliti. Selain itu dengan jalan 
membaca, memahami buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan 
perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan komunikasi 
secara langsung dengan pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Karanganyar mengenai pelaksanaan perubahan hak milik 
atas tanah menjadi hak guna bangunan dan bagaimana cara mengatasi 
hambatan dalam pelaksanaan perubahan hak milik atas tanah menjadi 
hak guna bangunan tersebut. 
6. Metode Analisis Data 
Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap, 
maka langkah selanjurnya adalah analisa data. Analisa data yang 
dilaksanakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.  
Menurut Soeryono Soekanto analisa data kualitatif adalah : 
“Suatu cara yang menghasilkan data diskriftif analisis, yaitu dengan apa 
yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku 
yang nyata dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.6 
Dalam penerapan analisa data, penulis memakai cara atau model 
analisa yang disebut analisa data mengalir, artinya menganalisa data 
dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara yang menggunakan 
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sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan-peraturan, 
perundang-undangan yang berlaku kemudian dengan cermat untuk ditarik 
menjadi kesimpulan. 
Dengan langkah awal yaitu berupa pengumpulan data baik 
melalui wawancara maupun dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
ada hubungannya dengan simpan pinjam. Setelah data terkumpul dan 
dirasa telah memenuhi kebutuhan kemudian diolah atau direduksi secara 
cermat untuk selanjutnya dijadikan sebagai sajian data yang siap untuk 
ditarik suatu hasil atau kesimpulan. 
 
F. Sistematika Penelitian  
Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, 
sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas pemehamannya 
terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
B. Perumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penelitian 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Milik Atas Tanah 
1. Dasar Hukum Hak Milik Atas tanah  
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2. Pengertian Hak Milik Atas Tanah 
3. Subyek Hak Milik Atas Tanah  
4. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah 
5. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah 
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) 
7. Pengertian Hak Guna Bangunan (HGB) 
8. Subyek Hak Guna Bangunan (HGB) 
9. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan 
(HGB) 
10. Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) 
11. Pembebanan Hak Guna Bangunan (HGB) 
12. Hapusnya Hak Guna Bangunan (HGB) 
C. Tinjauan Umum Mengenai Perubahan Hak Atas Tanah 
5. Pengertian Perubahan Hak 
6. Perubahan Mengenai Haknya 
7. Perubahan Mengenai Yang Mempunyai Hak 
8. Perubahan Mengenai Tanahnya 
D. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah 
1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 
2. Pengertian Pendaftaran Tanah 
3. Tujuan Pendaftaran Tanah 
4. Asas Pendaftaran Tanah 
5. Sistem Pendaftaran Tanah 




BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
E. Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan Perubahan Hak Milik Atas Tanah Menjadi 
Hak Guna Bangunan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar  
2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Perubahan Hak 
Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Pada 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
F. Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan Perubahan Hak Milik Atas Tanah Menjadi 
Hak Guna Bangunan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar  
2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Perubahan Hak 
Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Pada 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
BAB IV :  PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran 
